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timal. Dalam dua kali periode kepemimpinan SBY
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dan Presiden Jokowi sempat 'dipermainkan’ ke-
kuatan koalisi mayoritas di DPR.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah sis-
tem pemilu serentak akan menjamin dihasilkan-
nya lembaga eksekutif dan legislative yang ideal
yang pro-publik?

Jawabannya tergantung beberapa faktor.
Pertama adalah sistem pemilu yang digunakan
yang mencakup isu presidential threshold, pariia-
mentary threshold dan sistem pemilihan. Untuk
ambang batas pilpres sebaiknya ditiadakan,
mengingat hal ini bertentangan dengan konstitusi
dan aturan yang berlaku. Seluruh partai peserta
pemilu (termasuk yang baru) berhak mengajukan
capres/cawapres baik secara mandiri atau ber-
koalisi dengan partai lain. Arahan Mendagri untuk
menggunakan presidential threshold sebesar
20% kursi DPR atau 25% total suara patut harus
ditolak, karena lebih merupakan asersi partai-par-
tai mayoritas yang ada:di DPR. Sementara am-
bang batas parlemen hendaknya sama dengan
besaran parliamentary threshold sebelumnya.

Pertimbangannya adalah untuk menjaga kesi-
nambungan regulasi dan tetap menjaga selektivi-
tas partal peserta pemilu sekaligus tidak mena-
fikan upaya demokratisasi.

Kedua adalah isu teknis penyelenggaraan
pemilu. Terdapat beberapa aturan yang perlu
dikaji lagl. (1) tahapan rekrutmen penyeleng-
gara pemilu. Model pemilu serentak adalah
pemilu yang paling rumit dalam segala hal, se-
hingga sangat dibutuhkan penyelgnggara pem!lu
yang berkapasitas tinggi dan berintegritas baik.
(2) regulasi verifikasi parpol yang diamanahkan
secara sensus perlu diubah secara sampel, ka-
rena akan menyulitkan baik secara waktu dan
teknisnya baik bagi penyelenggara maupun par-
tai calon peserta pemilu. (3) isu pencalonan
presiden/wapres yang terkait dengan calon in-
cumbent serta kemungkinan terjadinya calon

tunggal perlu diantisipasi. (4) isu terkait dengan
ketercukupan logistik secara kuantitas, jangka
waktu pengadaan, serta teknis pengelolaannya
mesti diatur secara matang. (5) isu rekapitulasi
suara yang dalam RUU dilakukan langsung dan
TPS ke kabupaten adalah sangat tidak masuk
akal baik secara teknis waktu, tempat dan ke-
amanan. ‘

Simulasi yang pernah dilakukan KPU Kabu- \

paten menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu mi- f
nimal 20 hari rekap hasil suara secara paralel un- '
tuk sebuah kabupaten. Tentu ketentuan itu sa-

ngat menyulitkan. Belum lagi isu terkait penyim-

panan logistik dan potensi kerusuhan yang terja-

di. Jadi rekap di tingkat kecamatan masih perlu di- ‘
terapkan. Terakhir, aturan terkait pembebanan
saksi parpol ke APBN perlu ditinjau ulang. Sangat }]
tidak bijak apabila saksi untuk kepentingan parpol ‘
malah dibiayai negara. Sebaiknya justru alokasi ‘
anggaran diberikan kepada panwas yang bersifat |
independen. ‘

Ketiga adalah isu terkait kualitas pemilih. Ada
beberapa masalah yang mesti diminimalisasi ter-
kait dengan peningkatan kualitas pemilih ini, yaitu
sikap pragmatism pemilih yang mendorong ma-
raknya money politics, masih banyaknya pemilih
tradisional dengan pelbagai kearifan lokalnya
yang hakikatnya kurang selaras dengan ide de-
mokratisasi, serta kurangnya pemahaman dan
pengetahuan voters terhadap pilihannya seiring
dengan kompleksitas surat suara yang harus dipi-
lih. Hal ini potensial membuat hasil pemilu menja-

di bias.

Akhirnya, kita berharap semoga UU Pemilu
Serentak 2017 yang akan dihasilkan dapat lebih
memberi kepastian hukum dan berlaku lebih lama
daripada UU sebelumnya yang selalu diganti
tiap 5 tahunan sekali. :
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